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BAB III 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan mengenai Alih 

Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Tempat Tinggal di Kabupaten Bantul 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul, maka dapat 

disimpulkan bahwa pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian ke non 

pertanian menjadi tempat tinggal di Kabupaten Bantul tidak sesuai dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul karena masih banyak masyarakat 

yang mengalihfungsikan lahan pertaniannya tanpa memiliki izin dan tidak 

sesuai dengan prosedur alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. 

B. SARAN 

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan tentang Alih 

Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Tempat Tinggal di Kabupaten Bantul 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul, saran yang 

diberikan penulis adalah perlunya peran pemerintah dalam melihat 

perkembangan setiap alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian menjadi 

tempat tinggal di Kabupaten Bantul dan menindak tegas kepada masyarakat 

yang melakukan alih fungsi lahan tanpa izin dan tanpa melalui prosedur 

yang seharusnya. 
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Lampiran 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 76, 

Pasal 85 dan Pasal 86 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 

NOMOR 04 TAHUN 2011 

TENTANG 

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 

2010 – 2030 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANTUL 

Menimbang : 

a. bahwa untuk menjaga keserasian, keterpaduan pembangunan dan 

pengembangan Kabupaten Bantul sebagai pusat pertumbuhan dan pusat 

kegiatan bagi wilayah sekitarnya yang melayani lingkup regional sebagaimana 

tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta, maka perlu menata ruang sehingga kualitas ruang dapat terjaga 

keberlanjutannya;  

b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan wilayah Kabupaten Bantul secara 

terpadu, lestari, optimal, seimbang dan serasi, sesuai dengan karakteristik, 

fungsi, dan predikatnya, diperlukan dasar untuk pedoman perencanaan, 

pemanfaatan, dan pengendalian ruang di wilayah Kabupaten Bantul; 

c. bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka konsep dan strategi 

pemanfaatan ruang wilayah nasional dan provinsi perlu dijabarkan ke dalam 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf 

b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 - 2030;  
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Mengingat : 

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah 

Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok 

Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam 

Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);  

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469); Lembaran Daerah 

Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Tahun 2011 2 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470); 

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3888); 

7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4169); 

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);  

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4438); 

12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4444); 

13. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem 

Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 33); 

14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan 

Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

15. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

16. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir 

dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);  

17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97,Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4746);  

18. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);  
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19. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4956); 

20. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); 

21. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4966);  

22. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5052);  

23. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);  

24. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian 

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);  

25. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai 

Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita 

Negara Tanggal 14 Agustus 1950); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3445); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan 

Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peranserta Masyarakat Dalam Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta 

Untuk Penataan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934); 
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29. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4156); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452); 

32. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4593); 

33. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4624);  

34. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4655); 

35. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan 

Rencana Pengelolaan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4696) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara 

Penyusunan Rencana Pengelolaan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4814); 

36. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4737);  

37. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya 

Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);  

38. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4859); 

39. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 

40. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5056); 

41. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan 

Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5097); 

42. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 

43. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110); 

44. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan 

Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5111); 

45. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan 

Lindung;  
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46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Umum Mitigasi Bencana; 

47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;  

48. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun 2007 tentang 

Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;  

49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara 

Evaluasi Raperda tentang Rencana Tata Ruang Daerah; 

50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman 

Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di 

Daerah; 

51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman 

Koordinasi Penataan Ruang Daerah 

52. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.28/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Konsultansi Dalam Rangka Pemberian Persetujuan Substansi 

Kehutanan Atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang 

Daerah; 

53. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; 

54. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Tatanan 

Kebandarudaraan Nasional; 

55. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 390/KPTS/M/2007 tentang 

Penetapan Status Daerah Irigasi yang pengelolaannya Menjadi Wewenang dan 

Tanggung Jawab Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota; 

56. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 630/KPTS/M/2009 tentang 

Penetapan Ruas-Ruas Jalan Dalam Jaringan Primer Menurut Fungsinya 

Sebagai Jalan Arteri dan Jalan Kolektor I; 

57. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 631/KPTS/M/2009 tentang 

Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional; 

58. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 

2005 tentang Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya 
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(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 Nomor 

6 Seri E); 

59. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 

2); 

 

 

Pasal 76 

 

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian disusun dengan 

memperhatikan : 

a. dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi luas kawasan sawah irigasi teknis 

yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 

b. diizinkan aktivitas pendukung pertanian; 

c. dilarang mendirikan bangunan pada kawasan sawah irigasi yang terkena 

saluran irigasi; 

d. diizinkan mendirikan rumah tinggal dengan intensitas bangunan berkepadatan 

rendah di lahan irigasi non teknis dan lahan kering dengan syarat tidak 

mengganggu fungsi pertanian; dan 

e. pemanfaatan ruang seperti pada huruf d tetap memenuhi ketentuan persyaratan 

bangunan sesuai dengan rencana rinci tata ruang. 

 

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan 

Pasal 85 

 

(1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) adalah perizinan yang 

terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan dikeluarkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah 

harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.  
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(2) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah izin yang 

berkaitan dengan lokasi, daya dukung dan daya tampung lingkungan dan tata 

bangunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum adat.  

(3) Prinsip dasar penerapan mekanisme perizinan dalam pemanfaatan ruang adalah 

sebagai berikut :  

a. setiap kegiatan dan pembangunan harus memohon izin dari pemerintah 

setempat yang akan memeriksa kesesuaiannya dengan rencana serta standar 

administrasi legal; dan 

b. setiap kegiatan dan pembangunan yang berpeluang menimbulkan gangguan 

bagi kepentingan umum, pada dasarnya dilarang kecuali dengan izin dari 

Pemerintah Kabupaten yang disertai kajian teknis dan kajian lingkungan.  

 

Pasal 86 

Perizinan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Kabupaten meliputi : 

a. persetujuan prinsip; 

b. kesesuaian aspek tata ruang; 

c. izin perubahan penggunaan tanah (IPPT); 

d. perizinan klarifikasi/perizinan lokasi;  

e. perizinan mendirikan bangunan; 

f. perizinan gangguan; dan 

g. perizinan teknis operasional. 

 

 

 

 


